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 Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten 
Sumba Timur selama periode 2020 hingga 2023. Rasio-rasio yang di 
analisis meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan 
keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD. Dengan  menggunakan 
metode deskriptif kuantitatif data sekunder yang diperoleh dari publikasi 
Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian 
dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)-Kementerian 
Keuangan, menunjukkan hasil analisis tingkat kemandirian keuangan 
daerah masih tergolong rendah, dari tingginya ketergantungan terhadap 
dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, rasio 
efektivitas PAD menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam mengelola 
pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur 
perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi PAD 
agar keberlanjutan pembangunan daerah dapat lebih terjamin. 
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1. PENDAHULUAN  
Otonomi daerah yang dijalankan oleh daerah menuntut untuk pemerintah daerah mampu 
menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien, agar dalam melaksanakan pembangunan 
daerah masyarakat mampu untuk berperan (Pilat & Morasa, 2017). Hal ini dimulai sejak era reformasi 
yang disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakan yang menuntut adanya transparansi dari 
kebijaksanaat pemerintah, yang disebabkan karena adanya perubahan dari ekonomi, sosial dan 
politik (Purwanti & Noviyanti, 2021). 

Pemerintah daerah diberikan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengatur serta 
mengurus sendiri semua urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sesuai dengan undang 
– undang yang berlaku (Saragih & Siregar, 2023). Salah satu bentuk dari adanya tanggung jawab 
pemerintah daerah adalah adanya tuntutan akuntantabilitas sektor publik (Sari et al., 2021). 

Beberapahal menjadi tujuan utama dari diadakannya otonomi daerah antara lain pelayanan 
kepada masyarakat akan lebih baik, demokrasi akan lebih berkembang, mewujudkan keadilan 
nasional, pemerataan wilayah daerah, memelihara hubungan pusat dan daerah dalam NKRI, serta 
meningkatkan peran serta masyarakat (Sartika, 2019). Selain itu juga kewenangan dan kewajiban 
daerah untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan pemerintah merupakan implikasi dari adanya 
otonomi daerah, berbagai kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemeritnah 
secara mandiri dan tidak bergantung dari bantuan pemerintah pusat, mulai dari proses perencanaan 
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kegiatan, kegiatan monitoring, kegiatan evaluasi, dan pertanggung jawaban (Siregar & Mariana, 
2020). 

Peningkatan kewenangan yang diberikan harus juga diimbangi dengan peningkatan kinerja 
dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah (Bisma & Susanto, 2010), Oleh karena itu untuk menilai 
akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan anggaran perlu untuk melakukan pengukuran terhadap 
kinerja keuangan daerah (Susanto, 2019). Mardiasmo (2009) dalam (Harahap, 2020) mengatakan 
bahwa terdapat 3 maksud dari pengukuran kinerja tersebut yaitu mampu memperbaiki kinerja dari 
pemerintah, untuk pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya, mewujudkan 
pertanggung jawaban publik. 

Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran kemampuan daerah untuk mengelola 
sumber keuangannya sendiri yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
(Ijtihad & Harsono, 2024) dan pengelolaan keuangan daerah tersebut telah diatur dalam Undang - 
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah serta undang - undang yang mendukung yaitu Undang - Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana kedua undang-undang ini membantu 
pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya khususnya dalam mengatur sumber dana, 
menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran (Nasution, 2018). 

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran keuangan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai alat 
untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengawasi penggunaan dana publik. APBD menjadi 
dokumen keuangan yang mencerminkan perencanaan pendapatan dan belanja untuk menjalankan 
berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan 
APBD sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. 

 
Gambar 1. Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumba Timur 2020 – 2023 

 
Gambar 1 menunjukkan data pendapatan dan belanja daerah di kabupaten sumba timur sejak tahun 
2020 hingga 2023. Pada tahun Pada tahun 2020, terjadi defisit anggaran karena belanja (Rp 1,576 
triliun) lebih besar dibandingkan pendapatan (Rp 1,180 triliun), dengan selisih sekitar Rp 395,6 miliar. 
Namun, kondisi ini mulai membaik pada tahun 2021, di mana pendapatan (Rp 1,128 triliun) sedikit 
lebih besar daripada belanja (Rp 1,073 triliun), menghasilkan surplus sekitar Rp 55 miliar. Pada tahun 
2022, surplus meningkat tajam karena pendapatan (Rp 1,171 triliun) jauh melampaui belanja (Rp 
802,6 miliar), mencatat surplus sebesar Rp 368,8 miliar. Sementara itu, pada tahun 2023, 
pendapatan kembali lebih besar daripada belanja, masing-masing sebesar Rp 1,218 triliun dan Rp 
1,170 triliun, menghasilkan surplus kecil sekitar Rp 47,4 miliar. Secara keseluruhan, kondisi 
keuangan menunjukkan tren perbaikan setelah defisit besar di tahun 2020, dengan surplus yang 
konsisten sejak 2021 hingga 2023 walaupun mengalami surplus yang lebih kecil. 

2020 2021 2022 2023

PENDAPATAN 1.180.521.767.1.128.941.818.1.171.410.461.1.218.349.427.

BELANJA 1.576.209.515.1.073.875.104.802.615.806.001.170.890.383.



ProBisnis : Jurnal Manajemen ISSN 2086-7654  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krispina Odilia Wonga, Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tiur Tahun Anggaran 2020-
2023 

599 

Oleh karena itu perlu untuk memperhatikan kinerja keuangan pemerintah, hal ini di terdeteksi 
dari belanja daerah yang menurun pada tahun 2022 jauh lebih rendah dari pada tahun 2020 dan 
2021 dengan pengurangan pengeluaran sekitar 49% dari tahun 2020 dan 25% dari tahun 2021. 
Walaupun begitu penurunan ini berkontribusi besar pada surplus anggaran di tahun 2022, hal ini 
bisa juga menjadi salah satu bagian usaha dari pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi 
pengeluaran untuk memastikan belanja dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. 

Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan menjadi penting bagi suatu daerah untuk 
menghasilkan informasi yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan 
dalam pengelolaan keuangan daerah, menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan, serta 
memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Siregar & Mariana, 2020). 
 
2. METODE PENELITIAN 
Keuangan Negara 
Salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam pengolahan negara adalah sumber daya keuangan, 
dan ini bukan hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia. Keuangan negara merupakan 
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa 
uang  maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban tersebut (Ritonga, 2021). 

Pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi 3 sub bidang, yakni(Noviyanti & 
Gamaputra, 2020): 

1. Sub bidang Pengelolaan Fiskal, meliputi kebijakan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan 
dengan pengelolaan APBN mulai dari penetapan arah dan kebijakan umum, penetapan 
strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, 
pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, 
penyusunan perhitungan anggaran negara, sampai pengesahan perhitungan anggaran 
negara menjadi Undang-Undang. 

2. Sub bidang Pengelolaan Moneter, berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan 
sektor perbankan dan lalu lintas moneter, baik di dalam maupun luar negeri. 

3. Sub bidang kekayaan Negara yang dipisahkan, berkaitan dengan kebijakan dan 
pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang 
berorientasi mencari keuntungan atau profit oriented. 

Pada Dasarnya sistem keuangan negara bertumpu pada dua hal utama, yaitu (Effendie, 2017): 
1. Penerimaan Negara, yang terdiri dari beberapa sumber diantaranya (a) pajak yang 

merupakan bagian terbesar dari sumber pendapatan negara, (b) retribusi yang 
menjadi sumber penerimaan negara ke2, dan (c) Keuntungan dari operasional BUMN. 

2. Pengeluaran Negara, alokasi anggaran pada berbagai mata anggaran pengeluaran guna 
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. 

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara agar 
terwujudnya kemakmuran yang adil dan beradab, yang mana pengelolaan keuangan negara 
tercermin dalam anggaran public yang dikemas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Noviyanti & Gamaputra, 2020). 
 
Keuangan Daerah 
Salah satu penopang kemampuan otonomi daerah adalah sumber daya yang dominan yaitu 
keuangan daerah (Lubis & Hafni, 2017), oleh karena itu perlu adanya pengelolaan keuangan daerah 
yang baik. Pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 
mengelola keuangan menjadi wewenang tanggung jawab pemerintah daerah, hal ini dilakukan agar 
pengelolaan keuangan daerah (Rahayu, 2016). 
Pendekatan sistem anggaran publik memiliki beberapa karakteristik antara lain (Khusaini, 2018): 
1. Komparatif 
2. Terintegrasi dan lintas departemen 
3. Proses pengambilan keputusan yang rasional 



         ISSN 2086-7654 

 

 

 

 

 

 

 

 

ProBisnis, Vol.16, No. 3 July 2025: pp 597-605 

600 

4. Berjangka Panjang 
5. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas 
6. Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost) 
7. Berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input 
8. Ada pengawasan kinerja 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan 
tanggung jawab daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan yang bisa di 
nilai dengan uang dan semua hal yang dianggap berharga bisa menjadi milik daerah yang terkait 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Gambaran dari kemampuan suatu daerah dalam 
pelaksanaan otonomi dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah tersebut. 
 
Kinerja Keuangan Daerah 
Kinerja keuangan merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun 
oleh organisasi, dimana apabila yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan maka dapat 
dikatakan bahwa kinerja telah terlaksana dengan baik, namun apabila lebih dari yang direncanakan 
maka kinerjanya sangat bagus, sedangkan apabila pencapaiannya tidak sesuai makan kinerjanya 
dikatakan jelek (Sudaryo et al., 2017). 

Kinerja adalah hasil dari apa yang direncanakan, baik secara pribadi maupun organisasi. 
Apabila yang direncanakan berjalan dengan baik, menunjukkan bahwa kinerjanya semakin baik. 
Kalau hasilnya lebih dari yang perencanaan itu artinya kinerjanya sangat bagus, tetapi ketika terjadi 
sebaliknya atau kurang dari prediksi, menandakan bahwa kinerjanya tidak bagus (Renggo, 2021). 
Rasio keuangan daerah adalah angka yang digunakan untuk menghitung analisis dari laporan 
keuangan, untuk menganalisis kinerja keuangan (Turnip, 2022), berdasarkan analisis terhadap 
berbagai aspek, seperti pendapatan, pengeluaran, dan tata kelola keuangan. Antara lain: 
 
Derajat Desentralisasi 
Derajat Desentralisasi mengacu pada tingkat kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya yang 
diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan 
rumah tangganya sendiri. Konsep ini menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana 
otonomi daerah diterapkan dalam sebuah negara.Derajat desentralisasi juga memiliki tantangannya 
sendiri bagi daerah seperti ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat yang tinggi, 
ketidakseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. rendahnya kapasitas sumber 
daya manusia di daerah untuk mengelola kewenangan yang diberikan, dan Ketimpangan fiskal 
antara daerah yang kaya dan miskin sumber daya. 

Walaupun begitu derajat desentralisasi yang tinggi juga memberikan manfaat bagi daerah 
yakni peningkatan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, peningkatan 
efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, mendorong inovasi di tingkat lokal, memperkuat 
akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. 

Rasio Derajat Desentralisasi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat otonomi 
fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah 
daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, terutama dalam kaitannya dengan 
kemampuan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan 
daerah. Rasio ini menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan desentralisasi fiskal di 
suatu wilayah (Turnip, 2022). 

 

𝐷𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 
𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
∗ 100 
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Tabel 1. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiska 
Persentase PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 

0,00 – 10,00 Sangat Kurang 

10,01 – 20,00 Kurang 

20,01 – 30,00 Cukup 

30,00 – 40,00 Sedang 

40,01 – 50,00 Baik 

>50,00 Sangat Baik 

Sumber: Wulandari (2001) dalam Mandua et al., (2022) 
 
Ketergantungan Keuangan Daerah 
Pemerintah daerah pada masa otonomi daerah sangat diharapkan bisa menggali potensi yang ada 
dari masing masing daerah, dengan begitu mampu mengurangi keterganttungan dari pemerintah 
daerah (Purba & Silitonga, 2022). 

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur 
sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau 
pemerintah provinsi dalam membiayai anggaran belanjanya. Rasio ini menunjukkan tingkat 
kemandirian fiskal daerah, di mana rasio yang tinggi mencerminkan ketergantungan yang besar pada 
sumber dana eksternal, sementara rasio yang rendah menunjukkan kemandirian keuangan yang 
lebih baik. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
∗ 100 

 
Tabel 2. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi 

Persentase PAD terhadap TPD Tingkat Ketergantungan Keuangan  

0,00 – 10,00 Sangat Kurang 

10,01 – 20,00 Kurang 

20,01 – 30,00 Cukup 

30,00 – 40,00 Sedang 

40,01 – 50,00 Baik 

>50,00 Sangat Baik 

Sumber: Wulandari (2001) dalam Mandua et al., (2022) 
Efektifitas PAD 
Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator penting dalam 
mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Keduanya mengukur kemampuan pemerintah 
daerah dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah 
secara optimal. 

Efektivitas PAD menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target 
penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas, semakin baik kemampuan 
daerah dalam merealisasikan potensi penerimaan PAD. 

 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐷 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
∗ 100 

 
Tabel 3. Kriteria Efektivitas PAD 

Persentase Efektivitas Kriteria Efektivitas 

>100 Sangat Efektif 

>90 - 100 Efektif 

>80 - 90 Cukup Efektif 

>60 – 80 Kurang Efektif 

<60 Tidak Efektiv 

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 (1996) dalam Siregar & Mariana (2020)  
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Desain Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data 
sekunder. Sumber data sekunder tersebut berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa 
Tenggara Timur dan Kementerian dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)-
Kementerian Keuangan. Dengan sumber utama data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten 
Sumba Timur Tahun Anggaran 2020-2023 dan Dokumen APBD dan dokumen perencanaan 
keuangan lainnya, seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Baik dan tidak baiknya kinerja keuangan suatu daerah ditentukan oleh akuntabilitas dan efektivitas 
pengelolaan anggaran (Atul et al., 2022), oleh karena itu agar dapat mengoptimalisasi pelaksanaan 
otonomi daerah haru bisa lebih kreatif dan inovatif lagi dalam merumuskan kebijakan khususnya di 
bidang keuangan (Siregar & Mariana, 2020). 

Kinerja keuangan dapat disimpulkan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu instansi 
yang salah satu caranya diukur dengan rasio keuangan, yaitu dengan membandingkan antara dua 
angka yang datanya diambil dari laporan keuangan dan analisis rasio keuangan merupakan salah 
satu upaya untuk mengetahui secara mendalam karakteristik keuangan daerah (Sugiarto & 
Oktaviani, 2019). 
 
Rasio Derajat Desentralisasi 
Rasio derajat desentralisasi merupakan rasio yang diukur dengan membandingkan pendapatan asli 
daerah dengan total pendapatan daerah, untuk menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab 
yang diberikan pemerintah ke daerah untuk mengelola pendapatan (Assidiqi, 2012). Semakin tinggi 
PAD akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat (Mandua et al., 
2022). 

Tabel 4. Rasio Derajat Desentralisasi 
Tahun Pad Total Pendapatan Persentase Kriteria 

2020 92.336.687.883,00 1.136.014.385.099,00 8,13 Sangat Kurang 

2021 92.336.687.883,00 1.136.014.385.099,00 8,13 Sangat Kurang 

2022 128.359.009.907 1.128.941.819.366 11,37 Kurang 

2023 109.263.222.676 1.218.349.427.787 8,97 Sangat Kurang 

rata - rata      109.986.306.822          1.161.101.877.417  9,47 
 

        1.161.101.877.417  9,47 Sangat Kurang 

Sumber: data diolah 
 
Tabel 4 menunjukkan Derajat Desentralisasi yang Rendah: Sepanjang periode 2020-2023, rasio 
desentralisasi (Persentase PAD terhadap Total Pendapatan) cenderung rendah. Pada tahun 2020 
dan 2021, persentasenya adalah 8,13% dengan kriteria "Sangat Kurang". Meskipun ada 
peningkatan menjadi 11,37% pada tahun 2022 (kriteria "Kurang"), persentase tersebut kembali 
menurun menjadi 8,97% pada tahun 2023 (kriteria "Sangat Kurang"). 

Rata-rata persentase desentralisasi selama empat tahun adalah 9,47%, yang masih masuk 
dalam kriteria "Sangat Kurang". Ini mengindikasikan bahwa daerah yang diamati memiliki tingkat 
kemandirian finansial yang sangat terbatas dan masih sangat bergantung pada transfer atau sumber 
pendapatan lain selain PAD untuk membiayai operasional dan pembangunan daerahnya. 
Hasil rasio derajat desentralisasi ini menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah agar derajat desentralisasi dapat meningkat. Peningkatan PAD akan 
mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dan memperkuat otonomi daerah. 
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Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
 

Tabel 5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Tahun Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Persentase Kriteria 

2020 962.487.547.000 1.296.154.258.973 74,26 Sangat Tinggi 
2021 998.387.083.000 1.129.473.695.220 88,39 Sangat Tinggi 
2022 1.036.945.156.000 1.204.102.506.167 86,12 Sangat Tinggi 
2023 1.096.729.209.000 1.216.751.017.390 90,14 Sangat Tinggi 

rata - rata 1.047.558.146.000 1.173.112.356.305 89,30 Sangat Tinggi 

Tabel 5 menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih 
sangat tinggi, yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), 
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan yang dimiliki daerah, tidak 
hanya berasal dari transfer tetapi juga bisa dari pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, contoh pada tahun 2020 total 
pendapatan daerah Rp1.296.154.258.973. Persentase menunjukkan berapa persen dari total 
pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer seperti pada tahun 2020, persentasenya 
adalah 74,26%, artinya 74,26% berasal dari dana transfer. 

Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2020 hingga 2023, Persentase ketergantungannya 
selalu di atas 70% dan bahkan mencapai lebih dari 90% pada tahun 2023. Ketergantungan yang 
sangat tinggi ini dapat memiliki beberapa implikasi seperti kerentanan fiskal daerah menjadi sangat 
rentan terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat. Jika ada pengurangan atau penundaan dana 
transfer, itu dapat berdampak signifikan pada kemampuan daerah untuk membiayai program dan 
layanannya. 

Kontribusi utama dari pendapatan transfer bagi kabupaten Sumba Timur adalah sebagai 
sumber utama pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan. Namun, data ini juga 
menunjukkan adanya tantangan besar dalam mencapai kemandirian fiskal, dimana kabupaten 
Sumba Timur sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat untuk menjalakan 
fungsinya. 
 
Rasio Efektivitas PAD 

Tabel 6. Rasio Efektivitas PAD 
Tahun Realisasi PAD Target PAD Persentase Kriteria 

2020 92.336.687.883 108.659.976.341 84,98 Cukup Efektif 
2021 96.030.412.220 96.030.412.220 100,00 Efektif 
2022 108.430.950.167 108.430.950.167 100,00 Efektif 
2023 105.888.485.240 105.888.485.240 100,00 Efektif 

rata - rata 100.671.633.878 104.752.455.992 96,10 Cukup Efektif 

Sumber: Data Olahan 
 
Tabel 6 menampilkan Rasio efektivitas yang mengukur seberapa baik pemerintah daerah mampu 
merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2020 
realisasi PAD hanya mencapai sekitar 84,98% dari target, sehingga di kategorikan “cukup efektif” 
dan menunjukkan ada sedikit kekurangan dalam pencapaian target PAD di tahun tersebut, tahun 
2021 realisasi PAD berhasil mencapai 100% dari target, menunjukkan kinerja yang “efektif” dalam 
pengumpulan PAD, tahun 2022 sama seperti tahun sebelumnya juga menunjukkan kinerja yang 
sangat baik dengan realisasi PAD mencapai 100% dari target, sehingga di kategorikan “efektif”, tahun 
2023 melanjutkan tren positif dengan realisasi PAD mencapai 100% dari target, kembali 
menunjukkan kinerja “efektif”. 
Secara keseluruhan dari tahun 2020 hingga 2023 rata-rata realisasi PAD mencapai 96,10% dari 
target. Meskipun ada tahun-tahun yang mencapai 100%, rata-rata ini masih dikategorikan “cukup 
efektif” karena adanya pencapaian di bawah 100% pada tahun 2020 secara keseluruhan, upaya 
dalam mencapai target PAD cukup baik, bahkan sangat baik di tiga tahun terakhir. 
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Tingkat 100% pada beberapa tahun ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Timur 
memiliki kemandirian finansial untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah seperti infrastruktur, 
pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar lainya. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang 
kuat dari pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah. PAD yang 
tinggi dan efektif akan memberikan kemandirian finansial bagi kabupaten Sumba Timur, peningkatan 
ini mencerminkan potensi daerah untuk membiayai sendiri berbagai sektor. 

4. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2020 hingga 2023, dapat di simpulkan bahwa (1) 
Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten 
Sumba Timur terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini menggambarkan 
bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri masih rendah: (2) Rasio 
Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Timur selama tahun anggaran 2020-2023 
menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih 
sangat tinggi. Hal ini terlihat dari proporsi dana perimbangang yang mendominasi struktur pendapatan 
daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini mencerminkan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur belum mampu secara optimal membiayai kebutuhan daerahnya 
sendiri melalui sumber-sumber pendapatan local; (3) Rasio Efektivitas PAD tergolong cukup baik, 
karena realisasi PAD mendekati atau bahkan melebihi target pada beberapa tahun. Ini menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam menggali potensi pendapatan daerah, meskipun 
nominal PAD secara keseluruhan masih kecil dibandingkan total pendapatan. Berdasarkan hasil 
penelitian dan analisis rasio keuangan terhadap  Kabupaten Sumba Timur yang diperoleh dari 
penelitian ini, maka saran yang bisa di berikan adalah sebagai berikut: (1) Kepada Pemerintah 
Daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, 
khususnya dalam alokasi dan realisasi belanja daerah, agar hasil pembangunan dapat dirasakan 
secara maksimal oleh masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap 
dana transfer dari pemerintah pusat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD perlu terus 
ditingkatkan, antara lain melalui penyajian laporan keuangan yang informatif, tepat waktu, dan dapat 
diakses oleh publik, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Perlu dilakuakan 
evaluasi secara berkala terhadap rasio-rasio keuangan, agar pemerintah daerah dapat mengetahui 
kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan keuangan, serta mengambil kebijakan yang tepat untuk 
perbaikan kinerja keuangan; (2) Untuk Peneliti yang akan datang, disarankan untuk memperluas 
ruang lingkup penelitian, misalnya dengan membandingkan kinerja keuangan antar kabupaten/kota 
untuk menambahkan analisis hubungan antara rasio keuangan dengan indikator kesesjahteraan 
masyarakat.    
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